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Di satu-satunya rumah sakit di Aceh Tami-

ang, kondisi digambarkan bak zona bencana. 
Peralatan medis terendam lumpur, jarum suntik 
berserakan di lantai, dan obat-obatan tersapu 
banjir.

Para tenaga medis bekerja tanpa henti, 
berjuang menyelamatkan siapa pun yang bisa 
diselamatkan.

"Para pekerja ini tidak mengenal lelah," 
ujar Ayu Wahyuni Putri, yang baru melahirkan 
beberapa hari sebelum banjir menghantam.

Rumah sakit hampir lumpuh

Nurhayati, perawat berusia 42 tahun, menga-
takan rumah sakit nyaris tak berfungsi karena 
kekurangan obat. Tim medis berusaha me-
nyelamatkan ventilator di ruang intensif bayi, 
namun gagal ketika air naik dan menenggelam-
kannya.

Seorang bayi meninggal, sementara enam 
lainnya berhasil diselamatkan.

"Orang mengenal saya sebagai perawat. 
Ketika saya tak bisa berbuat apa-apa, rasanya 
hancur sekali," ucapnya. "Ini bencana luar 
biasa. Semua hancur."

Kerusakan jembatan membuat akses menuju 
wilayah terdampak semakin sulit. Dokter Chik 
M. Iqbal harus menempuh perjalanan dengan 
perahu untuk mencapai Aceh Tamiang.

Ia mengatakan, ruang gawat darurat, baru 
bisa beroperasi kembali pada Senin. Kemen-
terian Kesehatan melaporkan 31 rumah sakit 
dan 156 puskesmas terdampak di tiga provinsi 
tersebut. Kondisi ini memperlambat penanga-
nan pasien dan distribusi bantuan medis.

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi 
Aceh pada Minggu dan memerintahkan per-
cepatan perbaikan jembatan serta bendungan. 
Ia juga meminta pembatalan pinjaman mikro 
pemerintah untuk petani yang terdampak.

Sementara itu, pejabat daerah di Sumatra 
mendesak pemerintah pusat menetapkan status 
darurat nasional guna membuka akses pendan-
aan tambahan untuk operasi penyelamatan dan 
pemulihan.(cnni/js)

Masalah-masalah kesehatan itu di antaranya 
penyakit seperti demam, flu, penyakit kulit, 
hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Untuk itu Pemerintah Aceh meminta Kemen-
terian Kesehatan (Kemenkes) RI menurunkan 
Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) guna mem-
perkuat respons penanganan darurat di wilayah 
terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

Juru Bicara Tanggap Darurat Bencana Aceh, 
Murthalamuddin menyampaikan bahwa HEOC 
(Health Emergency Operation Center) atau 
Klaster Kesehatan Provinsi telah diaktifkan 
sebagai pusat penanggulangan krisis kesehatan.

"HEOC sudah aktif dan seluruh informasi 
awal ditangani melalui Rapid Health Assess-
ment (RHA). Namun, kondisi di lapangan 
membutuhkan tambahan personel kesehatan. 
Karena itu, kami meminta dukungan Kemen-
kes untuk menurunkan TCK ke wilayah ter-
dampak," kata Murthalamuddin, Minggu (7/12).

TCK merupakan tenaga kesehatan khusus 

yang dimobilisasi pada situasi krisis kesehatan 
darurat, seperti bencana alam (banjir, gempa 
bumi, tsunami, tanah longsor), bencana non-
alam (pandemi, KLB penyakit menular), mau-
pun kondisi darurat sosial yang berdampak luas.

Mereka bertugas memberikan layanan 
kesehatan minimal ketika fasilitas kesehatan 
setempat kewalahan atau sumber daya reguler 
tidak memadai. Oleh karena itu, Murthalamud-
din, mengatakan pihaknya berharap tenaga 
kesehatan tambahan dari pemerintah pusat.

"Kami berharap tambahan tenaga kesehatan 
dari pusat dapat memperkuat layanan di daerah, 
terutama untuk evakuasi medis, pelayanan 
di pos-pos pengungsian, serta penanganan 
penyakit berisiko pada masa tanggap darurat," 
tambah Murthala.

Dengan pengaktifan HEOC dan koordinasi 
intensif dengan pemerintah pusat, pihaknya 
menegaskan komitmennya untuk mempercepat 
upaya penanggulangan krisis serta memastikan 
masyarakat terdampak mendapatkan layanan 
kesehatan yang memadai.

Sementara itu, berdasarkan pemutakhiran 

data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) per Minggu ini pukul 16.13 WIB, jum-
lah korban banjir dan longsor di tiga provinsi 
Sumatra--Aceh, Sumatera Utara, dan Sumat-
era Barat--terus bertambah.

Kekinian, total sebanyak 940 orang mening-
gal dunia akibat bencana ekologis yang terjadi 
di tiga provinsi Sumatra itu.

Dilansir dari laman gis.bnpb.go.id, korban 
meninggal paling banyak di Aceh dengan 382 
orang. Kemudian Sumatra Utara (330) dan 
Sumatra Barat (228).

Selain korban jiwa, ada 276 orang yang 
masih dinyatakan hilang dan 5.000 jiwa terluka 
di tiga provinsi tersebut.

Data BNPB juga mencatat 655 fasilitas 
umum rusak, 72 fasilitas kesehatan rusak, 383 
fasilitas pendidikan rusak, 200 rumah ibadah 
rusak, 29 gedung atau kantor rusak, dan 64 
jembatan rusak.

Di tengah banyak korban jiwa berjatuhan 
dan tak sedikit kerugian materi yang ditimbul-
kan, pemerintah Indonesia belum menetapkan 
status bencana nasional.(cnni/js)

mengatakan 97 desa tersebut cukup sulit 
untuk ditembus karena akses jalur darat masih 
putus. Distribusi bantuan, kata dia hanya bisa 
diakses lewat udara.

"Daerah terisolir kekurangan logistik, ban-
tuan belum dapat disalurkan ke semua lokasi. 
Secara kabupaten kita terkurung, sementara itu 
ada 97 kampung yang belum bisa diakses lewat 
darat dari Takengon," kata Mustafa, Minggu 

(7/12).
Selama ini bantuan yang datang dari luar 

langsung ke Takengon dan via bandara Rem-
bele untuk drop bantuan ke titik-titik pengung-
sian.

Kemudian alat berat milik pemerintah juga 
masih bekerja untuk proses pembukaan akses 
ke 97 desa tersebut agar bantuan logistik 
bisa disalurkan dari segala lini. Begitu juga 
di Kecamatan Bintang, Rusip Antara, Celala 
dan Linge masih dilakukan pembukaan akses 

menuju ibu kota Aceh Tengah, Takengon.
"Alat berat milik Pemda juga masih bekerja 

membuka akses ke 97 kampung tersebut," 
ucapnya.

Selain itu di pihaknya masih kesulitan untuk 
mendapat BBM untuk mobilitas kendaraan pen-
yalur logistik ke daerah yang bisa dijangkau. 
Kemudian daerah itu juga minim gas LPG.

"BBM dan gas habis, bahan pangan sudah 
kritis, obat-obatan masih kritis dan kebutuhan 
balita juga sudah kritis," katanya.(cnni/js)

Dilansir dari laman gis.bnpb.go.id, kor-
ban meninggal paling banyak di Aceh yakni 
382 orang. Kemudian Sumatera Utara 
(330), dan Sumatera Barat (228).

Selain korban jiwa, ada 276 orang yang 
masih dinyatakan hilang, dan 5.000 jiwa 
terluka di tiga provinsi tersebut.

Data BNPB juga mencatat 655 fasilitas 
umum rusak, 72 fasilitas kesehatan rusak, 
383 fasilitas pendidikan rusak, 200 rumah 
ibadah rusak, 29 gedung atau kantor rusak, 
dan 64 jembatan rusak.

Di tengah banyak korban jiwa berjatu-
han dan tak sedikit kerugian materi yang 
ditimbulkan, pemerintah Indonesia belum 
menetapkan status bencana nasional.

Adapun Presiden RI Prabowo Subianto 
memimpin rapat terbatas bersama sejumlah 
menteri Kabinet Merah Putih di kediaman-
nya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat be-
berapa waktu lalu secara intens membahas 
penanganan bencana tersebut.

Prabowo memerintahkan pemulihan 
aliran listrik paling lambat pada malam ini.

"Di Sumatra Barat aliran listrik sudah 
hampir menyala seluruhnya, sementara di 
Sumatra Utara masih ada beberapa titik, 
seperti di Langkat dan Tapanuli, yang 
listriknya belum menyala. Demikian juga 
di beberapa wilayah di Aceh. Presiden 
pun memerintahkan paling lambat besok 
malam, listrik harus sudah menyala selu-
ruhnya," kata Sekretaris Kabinet Teddy 
Indra Wijaya.

Prabowo, kata Teddy, juga memerin-
tahkan agar seluruh akses jalan darat di 
wilayah terdampak bencana harus segera 
dipulihkan, jembatan sementara bisa segera 
jadi.

Selain itu, pasokan BBM harus tersedia 
cepat, dan kebutuhan logistik harus ter-
cukupi, jangan sampai kurang.

Dia mengatakan, Prabowo terus meman-
tau situasi lapangan dari waktu ke waktu 
dan memastikan kesiapan untuk kembali 
meninjau daerah terdampak.

"Secara khusus, Bapak Presiden juga 
langsung memberikan instruksi untuk 
mempercepat pemulihan di daerah-daerah 
yang masih terputus jalur daratnya, seperti 
Takengon dan Bener Meriah. Jalur ini harus 
segera tersambung," imbuhnya.(cnni/js)

"Jumlah orang di kamp pengungsian yang 
dikelola negara telah turun menjadi 100 ribu 
dari puncaknya yang mencapai 225 ribu jiwa 
ketika banjir surut di seluruh pulau pada hari 
Minggu," kata DMC.

Helikopter dan pesawat dikerahkan untuk 
menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. 
Angkatan Udara Sri Lanka juga menyatakan 
telah menerima satu pesawat penuh pasokan 
bantuan dari Myanmar pada Minggu.

Pemerintah setempat pada Jumat (5/12) me-
luncurkan paket kompensasi besar untuk mem-
bangun kembali rumah dan memulihkan bisnis 
yang hancur akibat bencana tersebut. Seorang 
pejabat senior sebelumnya menyebut pemulihan 
dan rekonstruksi diperkirakan menelan biaya 
hingga US$7 miliar.

Dana Moneter Internasional (IMF) menga-
takan tengah mempertimbangkan permintaan 
Sri Lanka untuk tambahan US$200 juta guna 
mendukung proses pembangunan kembali.

Dana tersebut merupakan tambahan dari 

pencairan US$347 juta yang dijadwalkan akhir 
bulan ini, bagian dari paket pinjaman talangan 
IMF senilai US$2,9 miliar untuk empat tahun 
yang disepakati pada 2023.

Kementerian Keuangan Sri Lanka menya-
takan para penyintas akan ditawari hingga 10 
juta rupee (US$33 ribu) untuk membeli tanah di 
lokasi yang lebih aman dan membangun rumah 
baru. Selain itu, satu juta rupee akan diberikan 
sebagai kompensasi bagi setiap korban mening-
gal dunia atau penyintas yang mengalami cacat 
permanen.(cnni/js)

nutup mata pada pembalakan liar, dan siapa 
yang menikmati rente dari hutan-hutan yang 
hilang itu. 

Menaikkan status berarti membuka kotak 
hitam yang selama ini dijaga rapat. Menye-
butnya bencana nasional berarti memaksa 
negara merekam jejak kaki siapa saja yang ikut 
mendorong Sumatera ke jurang ini.

Pe-lokal-an bencana menjadi cara paling 
aman untuk menutup suara. Jika ini diang-
gap hanya urusan provinsi, maka tanggung 

jawab cukup berhenti di tingkat daerah. 
Tidak perlu menyeret kementerian, tidak 
perlu memeriksa ulang ratusan izin, tidak 
perlu menyinggung oligarki yang sudah ter-
lalu dalam menancap di tubuh negeri. Banjir 
cukup disebut sebagai ulah cuaca, bukan 
ulah manusia. Dan ketika narasi itu berhasil, 
publik pun diarahkan untuk percaya bahwa 
hujanlah yang bersalah, bukan tangan yang 
membuka hutan.

Sumatera sedang berduka, tapi negara tam-
pak masih sibuk memilih kata. Padahal rakyat 
tak membutuhkan istilah yang rumit, mereka 
hanya butuh kejujuran. Sebab yang tenggelam 

hari ini bukan hanya rumah dan kebun, tetapi 
akal sehat negara dalam melihat bencana. Yang 
hanyut bukan hanya batang-batang kayu itu, 
tetapi keberanian untuk mengakui bahwa ada 
kebijakan yang salah, ada pengawasan yang 
gagal, dan ada kejahatan ekologis yang dibiar-
kan tumbuh karena terlalu banyak pihak yang 
diuntungkan.

Pada akhirnya, kita hanya bisa bertanya 
dengan getir, berapa lagi korban yang harus 
dihitung agar negeri ini berhenti bermain kata 
dan mulai menggunakan hati? Karena Sumatera 
tidak sedang membutuhkan simpati, ia sedang 
meminta pertanggungjawaban.

Duka Aceh 
diuji bukan oleh alam semata, melainkan oleh kapasi-

tas sistemnya.
Dalam perspektif komunikasi massa, setiap bencana 

adalah panggung besar bagi komunikasi krisis. Di situlah 
negara diuji, bukan hanya dalam kerja lapangan, tetapi 
dalam kemampuan berbicara jujur, cepat, dan konsisten 
kepada rakyatnya. Sayangnya, di banyak peristiwa, komu-
nikasi publik kita masih timpang. Informasi sering datang 
terlambat, tidak sinkron, dan kadang terasa lebih defensif 
daripada empatik.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh 
menghadirkan simbol kehadiran negara. Gambar presiden 
berdiri di tengah lumpur dan puing-puing selalu kuat 
secara visual. Namun dalam tradisi pers yang sehat, ke-
hadiran simbolik harus ditafsir secara kritis: sejauh mana 
negara hadir bukan hanya dalam foto, tetapi dalam sistem 
dan kebijakan jangka panjang?

Media massa berada di persimpangan etis. Di satu sisi, 
ia harus memperlihatkan luka agar bangsa tidak lupa. Di 
sisi lain, ia tidak boleh terjebak dalam eksploitasi duka. 
Tantangan terbesar jurnalisme bencana adalah mengubah 
penderitaan menjadi kesadaran, dan kesadaran menjadi 
tuntutan perbaikan. Media tidak cukup hanya mengetuk 
emosi pembaca; media harus mendorong nalar publik.

Duka Aceh semestinya menggeser fokus pemberitaan 
dari dramatisasi ke akar persoalan. Apakah tata ruang 
wilayah rawan bencana sudah beres? Bagaimana kondisi 
hutan di hulu sungai? Apakah sistem peringatan dini 
benar-benar bekerja atau hanya menjadi proyek di atas 
kertas? Pertanyaan inilah yang seharusnya mengisi ruang 
publik, bukan sekadar hitungan air mata.

Komunikasi risiko juga menjadi titik lemah kita. 
Pasca-bencana, ancaman penyakit justru sering lebih me-
matikan. Warga membutuhkan pesan yang jelas tentang 
sanitasi, air bersih, dan perlindungan kesehatan. Ketika 
ruang informasi tidak diisi oleh pesan edukatif, ia akan 
dipenuhi rumor, kepanikan, dan ketidakpercayaan.

Pada akhirnya, bencana selalu menyisakan pertanyaan 
yang sama: apakah kita hanya mampu bersedih bersama, 
atau mampu belajar bersama? Dalam negara demokratis, 
kesedihan seharusnya menjadi energi perubahan. Namun 
perubahan hanya mungkin lahir jika komunikasi publik 
jujur, berani, dan berpihak pada warga, bukan pada citra.

Aceh hari ini bukan hanya potret duka, tetapi cermin 
bagi seluruh bangsa. Ketika air surut dan lumpur men-
gering, yang harus tertinggal adalah kesadaran kolektif: 
bahwa nyawa manusia terlalu berharga untuk diserahkan 
pada kebisuan sistem dan sunyinya tanggung jawab.

Arab Saudi di tengah bencana tanpa izin dari Gubernur 
Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Kemendagri.

"Benar. Hari ini (kemarin, reda) Bupati Aceh Selatan 
diperiksa oleh Tim Itjen kemendagri. Terkait tempat dan 
jadwal pemeriksaan bersifat tentatif," kata Juru Bicara 
Pemerintah Aceh Muhammad MTA saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan, tim dari Kemendagri sudah berada 
di Aceh sejak kemarin Sabtu (7/12). Selain Mirwan, 
pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak lainnya.

"Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap beberapa 
pihak terkait lainnya. Tim Itjen sudah berada di Aceh 
sejak kemarin [Sabtu]," katanya.

Sebelumnya Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mel-
aksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan 
longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya.

Sebelum berangkat Mirwan MS sudah menerbitkan 
surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap daru-
rat banjir dan longsor. Surat itu diterbitkan Mirwan pada 
Kamis (27/11) bernomor 360/1315/2025.

Lima hari setelah itu, tepatnya Selasa (2/12), Mirwan 
justru pergi umrah memboyong keluarganya di tengah 
masih ada warga di kawasan Trumon mengungsi di tenda 
pengungsian.

Sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Benny Ir-
wan mengonfirmasi tim dari Itjen Kemendagri sudah 
berada di Aceh untuk melakukan sejumlah pemeriksaan 
terkait Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

Dia mengatakan Mirwan segera diperiksa setelah tiba 
di Banda Aceh usai pulang umrah. Menurutnya pemerik-
saan bisa dilakukan hari ini, Minggu (7/12) atau Senin 
(8/12). Pasalnya, yang bersangkutan masih dalam pener-
bangan kembali, dan transit di Malaysia.

"Bupati Aceh Selatan sudah diperintahkan pulang oleh 
Mendagri dan dikabarkan saat ini sedang transit di Kuala-
lumpur. Pemeriksaan akan dilakukan setibanya Bupati 
di Banda Aceh sebelum kembali ke Aceh Selatan. Untuk 
jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda 
Aceh," kata Benny saat dihubungi, Minggu pagi.

Ia mengatakan sejak Sabtu (6/12), tim Itjen Kemend-
agri sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) 
kepada jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten 
Aceh Selatan.(cnni/js)

terutama yang melewati Kabupaten Pidie 
Jaya hingga Bireuen, untuk sementara waktu 
menunda perjalanan mereka.

Kondisi ini, kata dia sangat membahayakan 
pengendara karena ketinggian air di beberapa 
titik rawan telah meningkat drastis dan arus air 
cenderung kuat.

"Kami mohon masyarakat yang tidak me-
miliki keperluan mendesak agar menunda dulu 
perjalanannya, terutama di jalur utama yang 
menghubungkan Pidie Jaya menuju Bireuen, 
atau sebaliknya. Hujan deras yang turun sejak 

sore tadi menyebabkan banjir kembali naik, 
menutupi badan jalan, dan ini sangat berisiko," 
ujar Murthalamuddin, Minggu (7/12).

Ia juga mengkhawatirkan adanya kemungki-
nan terulangnya kemacetan parah atau insiden 
kecelakaan jika kendaraan memaksakan melin-
tasi genangan air, terutama pada malam hari 
atau dini hari.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi 
terkait untuk memantau ketinggian air secara 
berkala dan memasang rambu peringatan di 
titik-titik yang paling parah terdampak.

"Petugas kami terus bersiaga. Kami akan 
memberikan pembaruan situasi secepatnya. 
Untuk saat ini, prioritas adalah keselamatan, 

jadi jangan ambil risiko," katanya.
Sebelumnya Kabupaten Pidie Jaya salah satu 

daerah yang parah diterjang banjir dan longsor 
yang terjadi pekan lalu.

Tim BPBD terus memantau perkembangan 
kondisi banjir di sejumlah titik. Tim di lapangan 
juga disiagakan untuk melakukan evakuasi bila 
terjadi peningkatan debit air secara signifikan.

Selain itu, tim BPBD bersama unsur TNI, 
Polri, dan pemerintah kecamatan terus mengim-
bau masyarakat agar tetap waspada, terutama 
yang tinggal di wilayah rawan genangan. Warga 
diminta segera menjauh ke tempat yang lebih 
aman jika air kembali naik mengutip Antara.
(ant/js)


